
BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pasca runtuhnya Era Orde Baru 1998 sebagai tanda dimulainya Era

Reformasi, perkembangan politik Indonesia tidak pernah terlepas dari isu

sektarian baik yang berbaju etnis (suku), agama, ras, maupun ideologi. Terkhusus

agama, berakhirnya rezim represif Orde Baru menjadi musim semi bagi

kebangkitan agama-agama yang sebelumnya mendapat tekanan dari penguasa.

Tekanan yang dialami pada masa Orde Baru menjadi bom waktu yang kemudian

meledak saat dimulainya reformasi. Hal ini didukung pula dengan besarnya

peluang yang diberikan bagi ekspresi diri dan kelompok di ruang publik.

Termasuk dalam hal ini berkaitan dengan penggunaan media massa.

Fenomena politik identitas berbaju agama di Indonesia dalam ruang

publik paling nyata terjadi pada Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tahun 2017 yang

dianggap telah menodai dan menghina agama Islam melalui pidatonya. Ahok

mengutip ayat Al-Quran, khususnya surat al Maida ayat 51. Pidatonya tersebut

membangkitan aksi bela Islam baik yang dilakukan oleh masyarakat yang

mengatasnamakan agama Islam atau elit politik tertentu yang memiliki

kepentingan terselubung di baliknya. Sekalipun yang menjadi dasarnya adalah

potongan klip video yang diunggah secara sentimen di media sosial, tetapi

berhasil menyulut emosi orang-orang yang memproklamirkan diri sebagai

pembela agama Islam.

Penolakan tersebut selain sebagai bentuk aksi bela Islam, tetapi juga

memuat motivasi terselubung yaitu karena Ahok dianggap sebagai representasi

kelompok minoritas baik dari segi etnis (Tionghoa) maupun agamanya (Kristen),

yang merupakan ‘representasi kelompok lain’. Hal ini sekaligus menjadi tanda

pernyataan ‘ke-kami-an’ dan pada saat yang sama menempatkan seseorang atau

kelompok lain sebagai ‘mereka’. Proses pengidentifikasian diri sebagai bagian
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dari sebuah kelompok sosial pada saat yang sama melakukan disidentifikasi

terhadap kelompok lain.

Indonesia kini berada di abad ke-21 yang mengalami pelbagai bentuk

perubahan. Perubahan-perubahan tersebut menuntut penyesuaian yang tidak bisa

dihindari. Bersamaan dengan itu ada kecendrungan untuk merelativisir nilai-nilai

yang menjadi dasar kehidupan bersama. Pluralitas agama kini menjadi tantangan

yang serius bagi Indonesia sebagai negara modern yang menganut sistem

demokrasi.

Kebangkitan politik identitas menyebabkan munculnya relativisme agama

dan imperialisme agama. Relativisme agama diartikan sebagai bentuk penerimaan

terhadap perbedaan agama secara pasif. Dengannya semua agama dinilai sama,

tidak ada pengakuan akan keautentikan masing-masing agama. Sedangkan

imperialisme agama diartikan sebagai kecendrungan dari sebuah kelompok agama

untuk menyebarkan agamanya dengan cara-cara yang represif bahkan anarkis. Hal

ini berarti sebuah agama dinilai sebagai yang paling benar, dengan demikian

menolak kehadiran agama-agama lain. Keberadaan agama lain ditolak dan dinilai

sebagai penghalang berlakunya hukum Tuhan yang mereka anut. Ada sikap

superioritas dalam diri sebuah agama, yang pada umumnya berasal dari agama

mayoritas.

Kenyataan akan adanya ekslusivisme keagamaan, yang muncul dalam

bentuk radikalisme menggambarkan tentang lemahnya penggunaan akal budi

dalam kehidupan keagamaan. Pengamalan nilai-nilai agama terlampau

mengedepankan aspek emosional. Agama seolah-olah hanya sebatas pada

tuntutan emosional semata. Ada krisis kontrol akal budi dan nalar publik dalam

iman dan agama. Penggunakan akal budi dalam pemahaman akan teks-teks suci

dan tradisi dinilai sebagai bentuk penodaan. Dengan demikian letak persoalannya

terdapat pada cara menafsir teks-teks tersebut. Teks tidak pernah salah sejauh

penafsiran atasnya tidak bermasalah.

Tuntutan penggunaan akal budi dalam iman dan agama tidak berarti

bahwa menolak perasaan yang ada dalam warga beragama. Perasaan keagamaan
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pun memiliki daya transformasi sosial, hanya bahwa perasaan itu perlu dibarengi

dengan penggunaan rasio dan logika atasnya. Penggunaan rasio dan logika

tersebut bertujuan untuk mengontrol perasaan-perasaan keagamaan tersebut,

sekaligus sebagai bentuk verifikasi apakah perasaan itu sesui dengan realitas dan

objektif atau hanya khayalan tak berdasar atau mungkin sesat. Dalam konteks ini

Indonesia dapat digolongkan sebagai negara sekular.

Sekularisme tidak bisa dipahami hanya sebatas pada dominasi rasio atau

akal budi dalam kehidupan bersama, tetapi tetap harus dipahami dalam konteks

sebuah negara yang dipengaruhi oleh situasi politik, kebudayaan dan sejarahnya.

Untuk itulah ada multiple secularisme. Hal ini berarti terdapat perbedaan

sekularisme di berbagai negara, termasuk antara Indonesia dan negara-negara

lainnya. Apabila dalam konteks beberapa negara sekularisme berarti dominasi

penggunaan akal budi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maka dalam

konteks Indonesia, sekularisme dapat dikatakan berarti dominasi penggunaan

alasan-alasan keagamaan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk Indonesia sendiri, persoalan yang marak terjadi bukan terletak pada

dominasi rasio atas iman melainkan sebaliknya, dominasi sentimentalisme

keagamaan atas akal budi. Realitas ini nyata dalam tindakan politik identitas.

Indonesia memang bukanlah negara sekular dalam artian yang penuh,

karena negara masih mengakui andil agama dalam penyelenggaraan publik.

Tetapi sekularisme sebagai sebuah doktrin kenegaraan ditemukan di Indonesia.

Sebagai doktrin kenegaraan, sekularisme nampak dalam prinsip pemisahan antara

otoritas agama dan otoritas politik, entah yang bertujuan untuk menjaga netralitas

negara atau demi melindungi kebebasan hati nurani setiap warga negara atau yang

bertujuan memfasilitasi kesetaraan warga negara untuk memiliki akses dalam

partisipasinya di negara yang demokratis.

Ada dua model sekularisme yaitu sekularisme keras dan sekularisme lunak.

Sekularisme keras dapat ditemukan di Prancis dengan laicite-nya dan di Turki

dengan laiklik-nya, yang memprivatisasi urusan agama. Ruang publik harus bebas

dari pandangan dan atribut keagamaan. Sedangkan sekularisme lunak tidak



198

mendomestikasi agama ke ruang privat melainkan mengakui peran agama di

ruang publik. Indonesia digolongkan sebagai sekularisme lunak. Setidaknya ada

tiga alasan yang mendasarinya. Pertama, adanya netralitas negara dari doktrin-

doktrin agama. Ada garis demarkasi yang jelas antara negara yang mengurusi

urusan moral problem of justice dan agama yang mengurusi ethical problem of the

good. Hal ini berarti negara tidak ikut mencampuri hal-hal yang berkaitan dengan

tututan kehidupan keimanan, negara hanya mengurusi moralitas publik,

sedangkan moralitas privat menjadi urusan masing-masing pribadi seturut

tuntutan agamanya.

Kedua, sekalipun negara mengikuti asas-asas yang berlaku dalam hukum

negara modern, negara tidak melarang keterlibatan kelompok-kelompok agama

dalam konstelasi politik di ruang publik. Adanya interdependensi antara negara

dan agama, dengan tuntutan bahwa bahasa yang berlaku sesuai dengan tuntutan

ranah publik, yaitu nalar publik. Ketiga, negara tetap bersikap netral sekalipun

tidak membendung alasan-alasan religius. Negara hukum menuntut sikap agnostik

negara terhadap konsep-konsep keselamatan yang terdapat dalam agama-agama.

Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa Indonesia dapat

digolongkan sebagai negara sekular karena secara konstitusional ada pemisahan

otoritas antara urusan agama dan urusan negara. Hal tersebut juga nampak dalam

kesepakatan untuk menghapus ‘tujuh kata’ dalam sila pertama Pancasila.

Bila postsekularisme dipahami sebagai proses belajar bersama dan

komplementer antara yang sekular dengan yang religius, maka dua makna

sekularisme yang dapat disimpulkan, yang menjadi titik tolak menjelaskan ide

postsekularisme. Pertama, yang sekular perlu terbuka dan menyadari

kelemahannya, dengannya berani untuk belajar dari kekayaan yang terkandung

dalam agama atau kepercayaan. Kedua, yang religius perlu terbuka dan menyadari

kelemahannya, dengannya berani untuk belajar dari yang sekular agar nilai-

nilainya itu dapat berguna bagi moralitas dan etika bangsa.

Posisi Indonesia dapat dikategorikan dalam pengertian yang kedua, di

mana kondisi yang menyebabkan munculnya postsekularisme adalah kurangnya
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keterbukaan agama untuk belajar dari yang sekular. Kaum beragama masih

kurang berani untuk belajar dari sekularitas, demi pengembangan dirinya agar

semakin profetis dan transformatif. Meskipun demikian, Indonesia tidak serta

merta dapat digolongkan sebagai negara sekular karena negara tidak

menempatkan agama pada ranah privat. Keadaan ini juga tidak menempatkan

Indonesia sebagai negara agama, karena negara tidak menjadi salah satu agama

sebagai sumber utama penyelenggaraan negara. Indonesia adalah negara Pancasila

yang menampung sekaligus mengatasi keduanya. Atau dalam bahasa Driyakara,

Indonesia bukan negara sekular pun bukan negara agama.

Pancasila sebagai hasil kohesi nasional dari pelbagai pluralitas pandangan

agama, budaya, dan ideologi menampung di dalam dirinya kekayaan nilai yang

mampu menopang kehidupan bersama. Sejak masa sidang BPUPKI yang hingga

saat ini, perdebatan tentang hubungan antara agama dan negara tetap aktual.

Beruntung bahwa konsepsi Dasar Negara berujung pada penetapan Pancasila.

Dengan menjadikan Pancasila sebagai Dasar Negara, Indonesia menganut paham

diferensiasi di mana melepaskan Indonesia dari kecendrungan privatisasi agama

atau separatisme (pemisahan urusan agama dan negara). Paham diferensiasi

berarti mengembangkan toleransi kembar yaitu keadaan di mana agama dan

negara menyadari batas otoritasnya masing-masing untuk kemudian berusaha

mengembangkan toleransi dan membangun kerjasama atas fungsinya masing-

masing.

Pancasila menempatkan agama tidak saja sebagai agama Tuhan yang

mengurus relasi vertikal antara manusia dan Tuhan, tetapi juga sebagai agama

manusia yang mengurus dimensi horizontal yang menyangkut hubungan antara

sesama manusia bahkan yang berbeda pandangan dengannya. Pancasila adalah

hasil konsensus para bapa bangsa yang dibangun atas dasar kultur Indonesia yang

menerima beragam perbedaan dan mengedepankan pola hidup yang inklusif serta

menjunjung asas kekeluargaan, sehingga dapat tercapai keharmonisan kehidupan

bersama. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka memberikan peluang

bagi penerjemahan dan aktualisasinya agar sesuai dengan kultur Indonesia
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sembari tetap sesuai dengan perkembangan zaman. Pancasila melampaui

relativisme dan imperialisme agama. Berarti agama tidak hanya diterima sebagai

bagian penting dalam negara Indonesia, tetapi juga mengakui peran sosialnya bagi

kehidupan bersama. Selain itu, negara tetap memberi batasan atas intevensi agama

terhadap negara. Pancasila menerapkan pola diferensiasi a la Indonesia.

Atas dasar itu maka penulis mengusulkan model berteologi yang cocok di

Indonesia adalah ‘Pancateologi’. Pancateologi dimaksudkan bahwa dalam

berteologi agama-agama diharapkan menjadikan Pancasila sebagai landasannya.

Posisinya sebagai Dasar Negara yang diterima oleh semua elemen masyarakat

membuka peluang bagi proses belajar bersama dan komplementer dalam

perbedaan dan meminimalisir benturan teologis dan perbedaan. Menjadikan

Pancasila sebagai dasar tidak terlepas dari kemampuannya dalam menjaga

persatuan dan kesatuan. Pancasila sekalipun tidak menjamin integrasi total tetapi

minimal mampu mencegah disintegrasi total. Pancasila dapat dijadikan sebagai

dasar proses penalaran publik, karena memuat di dalam dirinya rambu-rambu bagi

yang sekular dan yang religius dalam proses belajar bersama. Nilai-nilai seperti

ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan, demokrasi, dan keadilan hendaknya

dijadikan dasar dalam proses penalaran publik ketika berteologi.

Hal ini tidak berarti Pancasila ditempatkan sebagai ‘agama’ atau

kepercayan para penganutnya, atau ‘Tuhan’ yang diyakini dalam agama-agama

atau ‘Wujud Tertinggi’ dalam berbagai kepercayaan masyarakat. Akan tetapi

menjadikan Pancasila sebagai dasar berteologi bagi agama-agama. Pancateologi

lahir dari kenyataan pluralitas model berteologi di Indonesia yang berpotensi

mengkotak-kotakkan masyarakat berdasarkan iman atau kepercayaan. Ia perlu

dikuatkan dalam kalangan kaum beragama agar toleransi dan kerukunan

antarumat beragama dapat tetap terjaga serta terjalin secara harmonis.

Pancateologi bertitik tolak dari pemahaman akan posisi Pancasila sebagai

pandangan hidup dan ideologi negara Indonesia. Sebagai ideologi Pancasila

bersifat integralistik karena mengatasi partikularitas paham baik perseorangan

maupun golongan. Pancasila tidak menolak partikularitas ideologi perseorangan
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atau golongan sejauh berada dalam wilayah privat (keluarga) dan komunitas (etnis,

agama, dan golongan masyarakat) masing-masing. Akan tetapi dalam wilayah

publik kenegaraan, Pancasila dijadikan sebagai titik temu antara paham

perseorangan dan golongan tersebut.

Pancateologi melampaui konsepsi rasionalisme dan fideisme. Dalam

kerangka pancateologi, warga beragama dituntut untuk menggunakan akal budi

dalam kehidupan keagamaan tanpa terjebak dalam rasionalisme dan dituntut

untuk mengembangkan kehidupan keagamaan tanpa terjebak dalam fideisme. Hal

ini berarti warga negara dapat menjalankan kehidupan keagamaan tanpa

menyangkal rasionalitasnya dan dapat menggunakan akal budinya tanpa

menyangkal keimanannya. Pancasila dicetus dengan belandaskan pada kultur

bangsa Indonesia yang inklusif, mengedepankan aspek kekeluargaan, dan

mengedepankan harmoni. Untuk itu bila Pancasila dijadikan sebagai dasar dalam

berteologi minimal teologi yang dikembangkan tidak bertentang dengan kultur

bangsa Indonesia, berarti bersifat kontekstual. Hal ini juga berarti agama dapat

memainkan peran sosialnya yang emansipatif dan transformatif serta mendukung

kemanusiaan.

Pancateologi mendorong penggunaan Pancasila sebagai dasar berteologi.

Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila ketuhanan dalam kerangka

Pancasila mengandung makna bahwa negara mengakui keberadaan agama dan

perannya publiknya. Namun, negara tetap menjaga posisi netralnya agar bebas

dari dominasi agama. Selain itu warga beragama dituntut untuk mampu

mengembangkan kehidupan keagamaannya secara beradab dan saling

menghormati satu sama lain. Oleh karena itu, tuntutanya ialah bahwa dalam

menjalankan tugas keagamaanya warga beragama tidak boleh mengabaikan

tugasnya untuk meluhurkan kemanusiaan. Berkaitan dengan pluralitas sumber

pandangan hidup yang tidak saja dimiliki oleh kaum beragama, sila ketuhanan

tidak berarti mendiskreditkan kaum non agama. Karena sila ketuhanan disini

diposisikan sebagai kategori etis, yang memuat di dalam dirinya landasan moral

dalam relasi antarsesama manusia.



202

Untuk itu dalam negara demokratis yang pluralistik sila pertama

hendaknya ditafsir sebagai kategori etis. Sebagai kategori etis berarti

penekanannya lebih sebagai moralitas publik. Sebagai moralitas publik, Pancasila

memungkinkan seorang atheis untuk hidup di Indonesia akan tetapi dalam

kehidupan sehari-hari diwajibkan untuk menghormati nilai ketuhanan-keagamaan

dan tidak menyebarkan propaganda untuk menolak dan membenci agama. Bagi

agama dan kepercayaan sendiri, teologi memiliki dua tugas rangkap. Tugas

rangkap teologi yaitu di satu sisi menemukan cara berpikir yang relevan dan

memenuhi standar refleksi rasio modern dan di sisi lain tetap memiliki kategori-

kategori yang memadai guna mengungkapkan kekayaan isi wahyu.

Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Sila Kemanusiaan

mengandung makna bahwa setiap warga beragama wajib untuk mengamalkan

ajaran agamanya agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Sila

kemanusiaan mengandung unsur internasionalisme dan nasionalisme.

Internasionalisme berarti, kemanusiaan yang diperjuangkangkan oleh Indonesia

melampuai batas territorial atau kenegaraan. Sedangkan nasionalisme berarti

perjuangan kemanusiaan yang bersifat internasional harus terlebih dahulu

mendapat dasar yang kuat dalam bangsa Indonesia. Perjuangan kemanusiaan baru

berefek internasional ketika secara nasional perjuangan tersebut sungguh-sungguh

nampak nyata di negara Indonesia.

Sila kemanusiaan dengannya menuntut agar manusia dipandang secara

autentik bahwasanya manusia adalah pribadi yang mulia. Untuk itu tidak bisa

dimanipulasi dan diinstrumentalisasi demi kepentingan apapun. Selain itu, karena

dijiwai oleh sila ketuhanan, sila ini menerangkan bahwa realitas hidup manusia

tidak hanya sebatas pada sesuatu yang dapat diinderai. Ada dimensi batiniah

manusia yang membuka ruang dalam dirinya untuk mengalami situasi-situasi

yang bahkan melampaui pemahaman rasionalnya. Pengalaman yang menguatkan

dimensi suara hatinya. Dimensi suara hati inilah yang menjadi dasar kebebasan

manusia. Untuk itu kebebasan berpikir dan kebebasan beragama harus dipahami

sebagai bagian penting dalam proses realisasi kebebasan suara hati.
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Sila kemanusiaan menegaskan bahwa Pancasila memberi peluang bagi

iman dan akal budi (ilmu pengetahuan) untuk bekerjasama meluhurkan

kemanusiaan. Perjuangan meluhurkan kemanusiaan tersebut mengandaikan

penghormatan yang setara antara hak-hak masing-masing pribadi dan masing-

masing kelompok. Dengan bertitik tolak dari unsur kemanusiaan, yang sekular

dan yang religius dapat menjadi pengawas satu sama lain, agar pelaksanaan dan

perkembangannya tidak menyalahi kemanusiaan. Bagi kaum beragama ada

tuntutan kesalehan sosial, yaitu ruang humanitas yang bisa ditoleransikan dan

sekaligus dikerjasamakan.

Dalam kerangka sila kemanusiaan ini, proses belajar bersama antara yang

sekular dan yang religius harus mengutamakan martabat manusia. Penggunaan

akal budi dalam kehidupan beragama, mencegah terjadinya radikalisme bahkan

teroris yang berjuang dengan berusaha melenyapkan perbedaan. Tindakan yang

bertentangan dengan hak dasariah manusia yaitu hak hidupnya. Selain itu agama

hadir sebagai upaya untuk menyelamatkan kemanusiaan, ketika modernitas

melenceng dari jalur yang seharusnya. Dengannya perkembangan ilmu

pengetahuan dan industri tidak mengeksploitasi manusia dan alam.

Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sila persatuan dalam kerangka Pancasila

mengandung makna pengakuan dan penerimaan atas beragam suku, bahasa,

agama, budaya, dan ideologi yang dianut oleh bangsa Indonesia. Masyarakat

dengan tingkat pluralitas yang tinggi seperti Indonesia tentunya senantiasa

dibayang-bayangi oleh perseteruan dan perselisihan antara beragam paham yang

berbeda tersebut. Untuk itu sila persatuan hendak merangkul pluralitas tersebut

sebagai kekuatan dalam membangun Indonesia Merdeka. Semboyan bhineka

tunggal ika menjadi gambaran atas makna persatuan dalam perbedaan tersebut.

Visi persatuan yang diupayakan agar keberagaman yang ada mampu bekerjasama

secara inklusif dan harmonis dalam membangun Indonesia yang lebih baik lagi.

Prinsip persatuan mendorong dan menekankan bahwa yang berlaku dalam

ruang publik adalah hal-hal atau nilai-nilai yang dapat berlaku secara umum. Hal
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ini berarti nilai-nilai partikular yang hendak ditampilkan secara publik tidak

berpretensi memecahbelah persatuan.

Pancasila menghendaki agar nilai-nilai sekular dan nilai-nilai religius yang

berperan di ruang publik mendukung terciptanyanya persatuan. Di mana, para

warga hendaknya menghayati hak-haknya dalam komunikasi dan partisipasi

secara aktif, yang berarti tidak hanya demi kepentingan sendiri, tetapi selalu juga

berorientasi pada kepentingan umum. Karena kunci pokok persatuan Indonesia

terletak pada adanya negara persatuan yang menampung tujuan politik bersama

yang mengatasi segala paham perseorangan dan golongan walaupun faktor

budaya juga memiliki peran penting.

Setiap kaum beragama diharapkan agar mampu mengembangkan rasa

persatuan dengan tidak membedakan antara keagamaan dan nasionalisme. Bahkan

lebih daripada itu umat beragama di Indonesia diharapkan agar mampu

mempertautkan etika universal dalam agama-agama dan Pancasila. Agama

dipanggil untuk mengedepankan nilai ajaran intinya, membumikanya dengan

budaya lokal, memanusiakan manusia dengan mengembangkan sikap saling

toleran antarsesama. Dengan demikian, tuntutannya adalah mengedepankan rasa

nasionalisme. Pluralisme agama bukan semata-mata terletak pada pengakuan akan

keberagaman perbedaan tradisi agama serta nilai-nilai yang terkandung di

dalamnya, tetapi lebih merupakan perjanjian positif dan usaha yang dilakukan

secara aktif untuk memahami perbedaan dan persamaan secara terbuka melalui

dialog yang konstruktif. Wawasan dan rasa nasionalisme itu mendorong setiap

warga negara untuk memberikan penguatan terhadap negara berdasarkan nilai-

nilai perseorangan atau golongan dan negara memberikan penguatan terhadap

nilai-nilai perseorangan atau golongan.

Sila persatuan menegaskan bahwa Pancasila sangat dibutuhkan oleh

masyarakat yang sangat terfragmentaris oleh perbedaan suku, ras, agama, bahasa,

dan identitas-identitas lokal. Pancasila dapat berperan untuk mengatasi paham-

paham yang berpotensi menciptakan kekacauan dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara. Pancasila menampilkan wajah yang kompromistik, sintetis,
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pencampuran segala aspek budaya, serta kombinasi yang harmonis dan estetis, di

mana mengedepankan kehidupan publik yang lebih parstisipatif dan

nondiskriminatif.

Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat-Kebijaksanaan.

dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Ada tiga makna yang terkandung di

dalamnya. Pertama, kerakyatan. Kedua, dipimpin oleh hikmat-kebijakskanaan.

Ketiga, dalam permusyawaratan/perwakilan. Sila kerakyatan mengandung visi

bahwa rakyat merupakan subjek utama dalam penyelenggaraan negara, yang

berarti bahwa segala bentuk kebijakan dan peraturan yang menyangkut

kepentingan rakyat secara umum tidak boleh mendiskriminasi atau mengorbankan

rakyat yang lainnya. Semuanya harus bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan

dan keadilan sosial. Untuk itu maka dalam upaya menciptakan keadilan sosial

rakyat harus dilibatkan dalam proses deliberasi yang diwakili oleh DPR yang

dipilih.

Pancasila harus dilihat sebagai hasil proses belajar (secara demokratis)

para pendiri bangsa. Pancasila memberikan gambaran akan keterbatasan pendirian

atau konsep negara agama atau negara sekular. Pancasila mengadopsi nilai-nilai

penting dari dua model negara tersebut, sembari membangun negara yang sesuai

dengan sejarah dan kultur bangsa Indonesia. Dalam visi demokrasi

permusyawaratan, kekuatan utama terletak pada rakyat, di mana terdapat

kebebasan politik untuk melaksanakan musyawarah-mufakat. Proses pengambilan

keputusan tidak berdasarkan pada dikte suara mayoritas atau kelompok kecil

oligarki, tetapi berdasarkan pada model kepemimpinan yang mengedepankan

hikmat/kebijaksanaan yang menggunakan rasionalitas deliberatif dan kearifan

lokal tanpa membeda-bedakan. Demokrasi Indonesia harus menunjang

terwujudnya lima sila pancasila baik secara yuridis-institusional maupun dalam

praktek kehidupan politik praktis. Hal itu berarti, kalau negara demokratis hendak

legitim maka harus menjalankan deliberasi publik, yang melibatkan berbagai

pihak termasuk kelompok-kelompok agama.
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Sila kelima, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Sila ini

menjadi tujuan dari keempat sila lainnya. Sila keadilan menjadi sebab dan tujuan

dalam penyelenggaraan negara. Sebagai sebab, keadilan sosial hendaknya

dijadikan sebagai landasan dalam penetapan kebijakan dan peraturan perundang-

undangan. Sedangkan sebagai tujuan, keadilan sosial hendaknya menjadi tujuan

penyelenggaraan negara. Keadilan sosial tersebut mencakup bidang sosial, politik,

dan ekonomi.

Visi keadilan memuat upaya mencapai keseimbanggan antara pemenuhan

kebutuhan manusia secara badaniah dan rohaniah entah secara individu atau

secara sosial. Keseimbangan itu mencakup pula pemenuhan hak sipil dan politik,

termasuk hak ekonomi, sosial, dan budaya. Keadilan yang hendak dicapai tidak

saja berkaitan dengan hak politis tetapi juga hak ekonomis. Sinergitas antara

demokrasi-politik dan demokrasi-ekonomi diharapkan dapat mengembangkan dan

mengintegrasikan kebijakan politik dan kebijakan sosial yang berorentisi pada

kerakyatan, keadilan dan kesejahteraan dalam semangat kekeluargaan tanpa

mengorbankan hak milik dan usaha swasta. Dengannya keadilan sosial yang

diperjuangkan melalui penguatan kekuatan rakyat tidak mencederai jalannya pasar.

Tuntutan dan tanggungjawab menciptakan keadilan sosial merupakan

tugas setiap anggota masyarakat. Agar tujuan keadilan tersebut dapat tercapai,

negara dengan menggunakan ideologi sekular tidak bisa berjalan sendiri. Negara

tetap membutuhkan kehadiran agama untuk mendampinginya agar tidak menderai

kemanusiaan. Perpaduan antara kelima sila Pancasila membuka ruang kerjasama

antara paham religius dan paham sekular.

Sekalipun kelima sila Pancasila memiliki maknanya masing-masing, tetapi

tidak boleh dipahami secara terpisah antara satu sila dengan sila lainnya karena

merupakan satu kesatuan dan saling kait-mengait satu sama lain. Pancateologi

dapat dipahami dalam posisinya sebagai teologi kontekstual, karena berasal dari

konteks bangsa Indonesia sebagai negara plural yang demokratis. Pancateologi

dapat dilihat sebagai bentuk teologi pembebasan karena bertujuan untuk

membebaskan kaum beragama dari pola keagamaan yang cenderung mengabaikan
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aspek keadaban dan kemanusiaan dalam beragama. Dengan demikian,

Pancateologi berarti proses belajar bersama antara agama dan negara, di mana ada

upaya kerjasama menciptakan keadilan sosial tanpa mengabaikan otoritasnya

masing-masing. Peran Pancateologi di Indonesia membentuk karakter keimanan

tanpa mengabaikan karakter kebangsaan.

Model teologi yang didapat dikembangkan di Indonesia dengan

menggunakan Pancateologi sebagai metode berteologi adalah model transendental.

Sentralitas model teologi ini terletak pada subjek atau pribadi manusia dalam

aktus mengetahui. Berarti mendorong warga beragama agar berkembang menjadi

subjek ‘yang sejati’, yang memungkinkannya mencapai pengetahuan yang

objektif dan pengalaman yang riil, karena menuntut penggunaan akal budi dalam

menghidupi imannya.

Kekuatan subjektivitas terletak pada tuntutannya pada kesejatian

seseorang sebagai orang beriman yang hidup dalam konteks budaya dan sejarah

yang khas. Pancateologi berarti mendorong seorang pribadi yang beriman agar

mampu mengembangkan pengetahuan imannya secara autentik dan pada saat

yang sama mengharuskannya untuk mengkonfrontasikan pengetahuan imannya

dengan konteks situasi dan kebudayaan Indonesia yang plural. Keadaan ini tidak

lain berarti konteks seseorang, yang dilengkapi dengan pengalaman pribadinya,

budayanya, dan lokasi sosialnya, adalah tempat baginya untuk mengalami

kehadiran Allah. Dengan pengungkapan pengalaman iman tersebut, seseorang

membantu orang lain untuk menemukan kesejatian dirinya entah sebagai subjek

beriman atau subjek budaya. Menjadi manusia berarti pengalaman

transendensinya (sesuatu yang melampaui) mendorongnya menuju pemahaman

dan kebenaran, mendorong tingkah laku etis, dan menuju pada kebebasan dirinya

sebagai gambaran diri Allah.
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5.2 Rekomendasi

5.2.1 Bagi Pemerintah

Suatu negara yang berdaulat haruslah memiliki kekuatan dasar yang

mampu menopang agar negara tetap ada. Negara sebagai milik bersama

masyarakat harus mengembangkan sikap mengayomi semua elemen,

mengakomodasi semua agama dan golongan. Indonesia sebagai negara plural

menjadikan Pancasila sebagai Dasar Negara agar mampu menaungi semua

perbedaan yang ada. Penguatan atas Pancasila bertujuan agar tercapai persatuan

tanpa mengabaikan perbedaan-perbedaan identitas perseorangan dan kelompok.

Dengan demikian, masyarakat menghidupi kenangan kultur Indonesia, sembari

membangun kehidupan guna mencapai harapan bersama tentang Indonesia yang

lebih baik.

5.2.2 Bagi Warga Beragama

Sebagai bagian dari negara demokrasi yang memberi ruang bagi berbagai

bentuk ekpresi diri dan kelompok termasuk berteologi, tentunya ada

kecendrungan warga beragama untuk menjadikan kebenaran imannya sebagai

landasan kebijakan publik. Akan tetapi konteks Indonesia sebagai negara dengan

pluralitas agama dan kepercayaan, tentunya berpotensi menyebabkan benturan

atara kebenaran-kebenaran iman. Untuk itu dituntut bentuk keimanan yang tidak

saja mengembangkan aspek iman tetapi juga aspek akal budi melalui proses

penalaran publik. Hal tersebut dapat dimungkinkan dengan menempatkan

Pancasila sebagai landasan dalam berteologi (Pancateologi). Dengan demikian

agama tetap memainkan peran sosialnya sebagai landasan moral yang mendukung

daya emansipatif dan transformatif, karena iman dan akal budi didayagunakan

secara seimbang. Berteologi berdasarkan Pancasila berarti mengembangkan iman

tanpa mengabaikan daya akal budi dan dapat mengembangkan akal budi tanpa

mengabaikan daya iman.
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